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ABSTRAK

Berkembangnya dunia bisnis melahirkan bentuk usaha perusahaan grup. Walaupun
secara ekonomi perusahaan dianggap sebagai satu kesatuan, perusahaan grup yang
terdiri dari induk perusahaan dan anak perusahaan secara yuridis masing-masing
merupakan badan hukum yang mandiri. Kendati memiliki status sebagai badan
hukum mandiri, pada praktiknya induk perusahaan sebagai pemegang saham ikut
mengendalikan anak perusahaan. Pengendalian terhadap anak perusahaan
memunculkan kemungkinan terjadinya penyalahgunaan bentuk perseroan untuk
kepentingan induk perusahaan yang dapat merugikan pihak ketiga.

Pada tataran yuridis, tanggung jawab dalam lingkup perusahaan grup mengikuti
kerangka perusahaan tunggal yang dianut di Indonesia. Hal ini berarti diakuinya
prinsip badan hukum mandiri dan prinsip limited liability. Dengan kerangka
perusahaan tunggal dan sesuai dengan prinsip piercing the corporate veil, induk
perusahaan dapat bertanggungjawab secara tidak terbatas atas perbuatan anak
perusahaan dalam hal terjadi keadaan-keadaan yang dimaksud oleh Pasal 3 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT).
Perluasan tanggung jawab yang hanya dimungkinkan kepada induk perusahaan
seperti itu tidaklah sesuai dengan kebutuhan dalam praktik dunia bisnis. Dalam
praktiknya anak perusahaan pada berbagai kesempatan dianggap perlu untuk
bertanggungjawab atas perbuatan induk perusahaan. Oleh karena itu di dalam
penelitian ini akan dilihat bagaimana tanggung jawab anak perusahaan dalam
perusahaan grup berdasarkan prinsip piercing the corporate veil. Selain itu akan
dilihat juga bagaimana implikasi penerapan prinsip piercing the corporate veil
terhadap asas privity of contract yang terdapat dalam hukum perjanjian.

Kata kunci: Piercing the Corporate Veil, Perusahaan Grup, Kemandirian
Badan Hukum, Tanggung Jawab Anak Perusahaan.
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BAB |

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Persoalan pertanggungjawaban terbatas pemegang saham pada mulanya
merupakan masalah yang kontroversial, karena ada yang berpendapat
pertanggungjawaban terbatas berlaku mutlak sesuai dengan pengertian kata
“terbatas” dalam nama perseroan terbatas.! Akan tetapi, apabila diterapkan
secara kaku, prinsip pertanggungjawaban terbatas dapat menimbulkan
ketidakadilan. Prinsip pertanggungjawaban terbatas jelas memberikan
perlindungan bagi pemegang saham suatu perseroan, namun di lain sisi prinsip
ini juga dapat menimbulkan moral hazard di mana pemegang saham suatu
perseroan menyalahgunakan prinsip pertanggungjawaban terbatas untuk
kepentingan pribadi.? Tidak menutup kemungkinan terjadi situasi di mana
perseroan sebenarnya hanya merupakan “alter ego” dari pemegang sahamnya,
sehingga perseroan dipakai sebagai kedok usaha pemegang saham dalam
membatasi kerugian yang timbul, sebagai akibat keterlibatannya dalam

perseroan, baik untuk kepentingan pribadi maupun masalah lain.?

Dalam perkembangannya prinsip pertanggungjawaban terbatas ini tidak lagi
menjadi mutlak dengan munculnya prinsip piercing the corporate veil.
Penerapan prinsip piercing the corporate veil, yang dalam bahasa Indonesia
disebut sebagai menyingkap tabir perusahaan memiliki konsekuensi tanggung
jawab terbatas pemegang saham dapat menjadi tidak terbatas, dalam hal-hal
tertentu.* Prinsip piercing the corporate veil ini juga dikenal dalam hukum

positif Indonesia dan telah dirumuskan secara terbatas dalam Pasal 3 ayat (2)

! Chatamarrasjid Ais, Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-Soal Aktual Hukum Perusahaan,
(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), him. 7.

2 Sulistiowati, & Antoni, V, Konsistensi Penerapan Doktrin Piercing The Corporate Veil Pada
Perseroan Terbatas di Indonesia. (Yogyakarta: YustisiaVol.2 No.3 September - Desember 2013,
2013), him.24.

3 Chatamarrasjid Ais, op.cit. him. 7.

* 1bid, him. 8.



Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya
disebut UUPT) yang berbunyi sebagai berikut:
1 “.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila:

a. persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;

b. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung
dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;

c. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan
hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau

d. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung
secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang
mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi
utang Perseroan.”

Kemunculan prinsip-prinsip dalam hukum perusahaan, termasuk piercing the
corporate veil merupakan tuntutan dari berkembangnya dunia bisnis. Praktik
bisnis berkembang dan begitu pula hukum perusahaan. Berbagai bentuk
perusahaan grup di Indonesia dapat kita temui seperti Perusahaan Group Semen
Gresik, Group Astra, Group Bakrie, Group MNC dan lain sebagainya.’
Pengakuan perusahaan grup hanya mengacu pada realitas bisnis tergabungnya
perusahaan-perusahaan untuk membentuk perusahaan grup sebagai suatu

kesatuan ekonomi.®

Jika melalui pendekatan ekonomi suatu kelompok perusahaan atau perusahaan
grup dianggap merupakan suatu kesatuan, lain halnya jika dilakukan pendekatan
dari segi hukum. llmu hukum mengajarkan bahwa sebagai badan hukum, baik
masing-masing anak perusahaan maupun perusahaan holding-nya berkedudukan
terpisah satu sama lain.” Dalam hukum perusahaan, hal tersebut dikenal dengan
prinsip kemandirian badan hukum. Berdasarkan prinsip kemandirian badan
hukum, walaupun anak perusahaan dan perusahaan holding memiliki hubungan

karena adanya kepemilikan saham, keduanya mempunyai hak dan kewajiban

5> Sulistiowati (1), Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Group di Indonesia, (Jakarta:
Erlangga, 2010), him. 3.

® 1bid, him. 4.

7 Munir Fuady (1), Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis, (Bandung: Citra Aditya
Bakti, 2002), him. 130.



sendiri dan kekayaannya sendiri. Selain itu, pada prinsipnya secara hukum (yang
konvensional), maka perusahaan holding dalam kedudukannya sebagai induk
perusahaan tidak mempunyai kewenangan hukum untuk mencampuri

manajemen dan policy anak perusahaan.®

Dengan adanya prinsip kemandirian badan hukum juga menimbulkan kesulitan
untuk menentukan pertanggungjawaban perusahaan-perusahaan dalam lingkup
perusahaan grup. Dalam praktiknya, sering terjadi penyimpangan bahwa
terdapat keadaan holding company melakukan dominasi terhadap tindakan anak
perusahaan dan oleh karena tidak ada kejelasan mengenai pertanggungjawaban
holding company, holding company kerap berakhir tanpa tanggung jawab.
Padahal untuk menghadapi anomali ini sebenarnya prinsip piercing the
corporate veil sangatlah berguna untuk menjembatani kepentingan hukum
antara holding company dengan tindakan hukum anak perusahaan, karena
bagaimanapun juga jika ada hubungan hukum, maka tentu akan ada akibat

hukumnya.®

Apabila kita melihat konstruksi hukum mengenai perusahaan induk (holding
company) dengan anak perusahaan, keduanya memiliki kedudukan yang berdiri
sendiri-sendiri (separate legal entity). Hal ini berakibat hukum jika terdapat
perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan, maka yang digugat
adalah mereka yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut. Adapun
induk atau anak perusahaan tidak perlu diikutsertakan untuk digugat atau dengan
kata lain perbuatan yang dilakukan oleh perusahaan induk tidak dapat
dibebankan anak perusahaan. Namun, melalui penelitian yang dilakukan oleh
Elza Octaviani Napitupulu, S.H dalam skripsinya yang berjudul “Pemberlakuan
Prinsip Piercing The Corporate Veil Pada Perusahaan Induk Terhadap Anak
Perusahaan Dalam Perusahaan Grup Di Indonesia”, dapat disimpulkan bahwa

8 lbid, him.131.

® Muhammad Syafi’I, Piercing The Corporate Veil Terhdap Holding Company Dalam Tindakan
Hukum Anak Perusahaan, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2016,
him. 129.



perusahaan induk dapat dikualifikasikan sebagai apa yang dimaksud dengan
pemegang saham dalam UUPT. Hal tersebut memungkinkan diterapkannya
prinsip piercing the corporate veil sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2)
sehingga perusahaan induk dalam hal-hal tertentu dapat bertanggungjawab atas
kewajiban anak perusahaan dalam lingkup perusahaan grup di Indonesia yang
menganut prinsip perusahaan tunggal. Walau begitu, pada praktiknya penerapan
prinsip ini di Indonesia sendiri belum konsisten dalam artian terdapat banyak
pandangan mengenai pemberlakuannya sehingga dalam perkara yang serupa,

melahirkan putusan yang berbeda satu sama lain.

Setelah  penulis membaca beberapa esai akademik  mengenai
pertanggungjawaban perusahaan dalam perusahaan grup seperti pada jurnal
karya Sulistiowati, & Antoni yang berjudul Konsistensi Penerapan Doktrin
Piercing the Corporate Veil Pada Perseroan Terbatas di Indonesia?, buku karya
Sulistiowati yang berjudul Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Group
di Indonesia'? dan Skripsi milik Elza Octaviani*® yang penulis sebutkan pada
paragraf sebelumnya, penulis menemukan fakta bahwa pembahasan yang kerap
kali diangkat adalah pertanggungjawaban perusahaan induk/holding company
terhadap tindakan perusahaan anak (dalam garis atas ke bawah). Seperti telah
dijelaskan dalam paragraf sebelumnya, jika dengan prinsip piercing the
corporate veil perusahaan induk sebagai pemegang saham teorinya dapat
bertanggungjawab atas kewajiban anak perusahaan. Dari hal tersebut selanjutnya
muncul pertanyaan apakah anak perusahaan dapat bertanggungjawab atas
kewajiban perusahaan induknya? Dalam hal pertanggungjawaban perusahaan
induk, perusahaan induk dapat saja dimintai pertanggungjawaban atas kewajiban

anak perusahaan karena kedudukannya sebagai pemegang saham (dalam garis

10 Elza Octaviani Napitupulu, Pemberlakuan Prinsip Piercing The Corporate Veil Pada Perusahaan
Induk Terhadap Anak Perusahaan dalam Perusahaan Grup di Indonesia, (Bandung: Program Studi
lImu Hukum Fakultas Hukum — UNPAR, 2016), him. 105.

11 Sulistiowati, & Antoni, V, Op.cit.

12 Qulistiowati (1), Op.cit.

13 Elza Octaviani Napitupulu, Op.cit.



atas ke bawah). Hal ini tentu berbeda jika kondisi tersebut dibalik menjadi anak
perusahaan yang dimintakan pertanggungjawaban atas kewajiban perusahaan
induk yang merupakan pemegang saham di anak perusahaan tersebut (dalam
garis bawah ke atas).

Ketika membahas mengenai pertanggungjawaban anak perusahaan dalam
perusahaan grup, menarik untuk melihat pertimbangan hukum dalam perkara
Kumpulan Guthrie Berhad melawan PT Adhiyasa Saranamas, khususnya yang
tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Siak Nomor
01/PDT.PLW/2011/PN.SIAK. yang pada pokoknya menerapkan prinsip
piercing the corporate veil kepada anak perusahaan sehingga anak perusahaan
(PT Adhiyasa Saranamas) dari Kumpulan Guthrie Berhad menjadi
bertanggungjawab atas kewajiban perusahaan induknya. Padahal sebagaimana
diatur dalam Pasal 3 ayat (2) UUPT yang mencerminkan prinsip piercing the
corporate veil, prinsip tersebut hanya berlaku bagi pemegang saham terhadap
perusahaan di mana ia menyetorkan modalnya, bukan sebaliknya. Lalu apabila
melihat pertanggungjawaban PT Adhiyasa Saranamas selaku anak perusahaan
dan pihak di luar perjanjian menjadi pertanyaan tersendiri bahwa apakah
pertanggungjawaban yang demikian merupakan pelanggaran terhadap asas
privity of contract dalam hukum perjanjian, khususnya yang diatur dalam Pasal
1315 jo. 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan bahwa

perjanjian pada hakikatnya hanya mengikat para pihak dalam perjanjian.

Dengan adanya permasalahan tersebut, penulis merasa perlu dan tertarik untuk
melakukan penelitian mengenai pertanggungjawaban anak perusahaan atas
kewajiban perusahaan induk dan prinsip piercing the corporate veil ke dalam
suatu penulisan hukum untuk mengetahui penerapan prinsip tersebut dan
implikasinya terhadap prinsip lain dari hukum perjanjian, yakni asas privity of
contract secara utuh dan komprehensif dengan judul:

“PERTANGGUNGJAWABAN ANAK PERUSAHAAN ATAS KEWAJIBAN
PERUSAHAAN INDUK DALAM GRUP PERUSAHAAN BERDASARKAN



PRINSIP PIERCING THE CORPORATE VEIL DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP ASAS PRIVITY OF CONTRACT”

1.2.  Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, penulis menemukan dan

merumuskan permasalahan hukum dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah anak perusahaan dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap
kewajiban perusahaan induk dalam grup perusahaan berdasarkan prinsip
piercing the corporate veil?

2. Bagaimana implikasi penerapan prinsip piercing the corporate veil dalam

perusahaan grup terhadap keberlakuan asas privity of contract?

1.3.  Tujuan Penelitian

Bertolak dari rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan yang ingin dicapai

dari penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban dalam lingkup perusahaan grup
sebagai badan hukum tunggal dan mandiri;

b. Untuk mengetahui secara utuh penerapan prinsip piercing the corporate
veil; dan

c. Untuk mengetahui implikasi penerapan prinsip piercing the corporate veil

terhadap asas privity of contract dalam hukum perjanjian.

1.4. Manfaat Penelitian

a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah
pengetahuan di bidang hukum perusahaan, selain itu juga diharapkan dapat
menjadi bahan masukan dalam rangka penyempurnaan UUPT dan Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata mengenai Hukum Perjanjian.

b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih

pemikiran penulis kepada:



1.  Masyarakat secara umum agar lebih memahami secara jelas mengenai
hukum perusahaan, khususnya perusahaan grup di Indonesia.

2.  Para pelaku usaha, selaku pemeran utama dalam dunia usaha agar
mendapatkan pemahaman utuh mengenai pertanggungjawaban anak
perusahaan.

3. Para praktisi hukum, khususnya Hakim dan Advokat, agar tidak keliru
dalam memberikan argumennya dalam suatu perkara di persidangan

demi dapat menyelesaikan perkara terkait secara berkeadilan.

1.5. Metode Penelitian dan Metode Pendekatan
1.5.1. Metode Penelitian

Prinsipnya, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan
hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab
isu yang dihadapi.}* Adapun metode penelitian yang akan digunakan oleh
penulis adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum
yuridis normatif sendiri adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji

penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.*°

Kaidah atau norma yang akan penulis kaji adalah kaidah atau norma yang
mengatur mengenai kedudukan dan pertanggungjawaban dalam lingkup
perusahaan grup khususnya mengenai kemandirian badan hukum, piercing the
corporate veil dan kaidah atau norma yang mengatur mengenai hukum

perjanjian.

1.5.2. Metode Pendekatan

14 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Prenada Media, 2005), him. 35.
15 Johny lbrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayumedia
Publishing, 2013), him. 295.



Metode pendekatan yang akan digunakan adalah yuridis normatif yang terbagi

dalam beberapa macam pendekatan yang tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan

saling melengkapi. Pendekatan-pendekatan tersebut terbagi sebagai berikut:

1.6.

Inventaris Hukum

Pada setiap penelitian umumnya dilakukan proses audit terhadap peraturan
perundang-undangan. Dalam penelitian ini penulis akan mengaudit
peraturan perundang-undangan dalam lingkup hukum perusahaan
khususnya mengenai prinsip kemandirian badan hukum, piercing the
corporate veil dalam hukum perusahaan dan privity of contract dalam

hukum perjanjian.

Asas dan Doktrin Hukum

Pendekatan ini digunakan untuk menemukan asas dalam suatu peraturan
dan doktrin-doktrin dari para ahli khususnya ahli hukum perusahaan.
Dalam penelitian ini penulis akan mencari dan mengkaji sumber-sumber
mengenai doktrin kemandirian badan hukum piercing corporate veil dan
asas privity of contract yang relevan dengan rumusan masalah yang telah

dirumuskan penulis.

Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data

1.6.1. Teknik Pengumpulan Data

Sehubungan dengan metode penelitian hukum yuridis normatif yang digunakan

dalam penelitian ini, penelitian ini akan menggunakan teknik penelitian

kepustakaan ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis, bahan-bahan

hukum lain, serta teori-teori hukum yang melatarbelakangi hukum positif yang



bersangkutan.'® Oleh karena variabel utama yang menentukan konsep dasar
hukum perjanjian dan hukum perusahaan dalam kerangka sistem hukum di
Indonesia adalah peraturan perundang-undangan, maka undang-undang dan
peraturan perundang-undangan lainnya serta putusan pengadilan negeri yang

relevan akan menjadi obyek dalam penelitian ini.

Tahapan dan proses dalam metode penelitian yuridis normatif dilalui dengan
penelusuran atau inventarisasi bahan hukum, baik yang berupa bahan hukum
primer maupun bahan hukum sekunder. Menurut Morris L, Cohen bahan hukum
primer terdiri dari berbagai jenis peraturan perundang-undangan serta putusan
pengadilan, sedangkan bahan hukum sekunder dapat berupa berbagai macam
bentuk kepustakaan di bidang hukum maupun bidang lain yang terkait termasuk

di dalamnya pandangan-pandangan dari ilmuwan hukum.’

Selain menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, penelitian ini juga akan
sedikit menggunakan bahan non-hukum terutama bidang ekonomi perusahaan
untuk menganalisis hubungan antara perusahaan holding dengan perusahaan
anak. Pertimbangan penulis untuk menggunakan bahan non-hukum didasarkan
pada pendapat Peter Mahmud Marzuki yang mengemukakan bahwa di dalam
penelitian hukum untuk keperluan akademis pun bahan non-hukum dapat
membantu.® Setelah melewati tahapan identifikasi dan pemilahan bahan hukum,
penulis memilih bahan hukum yang relevan untuk menunjang penelitian ini,
yakni:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti peraturan
perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkenaan dengan
piercing the corporate veil, diantaranya:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

16 Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), him.
12-13.

7 Morris L, Cohen, et.al, dalam M.Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan-Prinsip, Norma, dan Praktik
di Peradilan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), him. 18.

18 peter Mahmud Marzuki, Op.cit, him. 164.



2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106);
3. Putusan Pengadilan Negeri Siak Nomor: 01/PDT.PLW/2011/PN.SIAK
tanggal 2 November 2011.
Bahan hukum ini diperoleh melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak.
b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan
hukum primer, seperti buku-buku baik yang sifatnya elektronik maupun
cetak, atau karya ilmiah yang ditulis oleh ahli hukum, jurnal hukum, majalah
hukum, dsb.
c. Bahan hukum tersier, yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan
terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus,

ensiklopedia, dsb.

1.6.2. Analisis Data

Data-data yang diperoleh seperti disebutkan di atas akan dilakukan analisis
secara kualitatif, dalam arti analisa yang dilakukan akan lebih menitikberatkan

pada kualitas bukan pada jumlah.

1.7. Rencana Sistematika Penulisan

Hasil dari penelitian penulisan hukum ini akan dituangkan ke dalam beberapa
bab yang terdiri dari 7 (tujuh) bab, yakni sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan
Pada bab ini akan dimuat mengenai latar belakang atau awal
permasalahan dari penerapan prinsip piercing the corporate
veil di Indonesia khususnya dalam lingkup perusahaan grup
dan implikasinya terhadap asas privity of contract.
Kemudian penulis menguraikan masalah hukum dan

merumuskannya ke dalam beberapa pertanyaan. Dalam bab
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BAB I1

BAB I111

BAB IV

BAB V

ini juga penulis akan menguraikan metode penelitian,

manfaat dan tujuan dari penulisan hukum ini.

Perseroan Terbatas dan Perusahaan Grup

Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai teori-teori
dasar mengenai perseroan terbatas sebagai badan hukum dan
subyek hukum. Selain itu dalam bab ini penulis juga akan
menjelaskan teori-teori dasar mengenai perusahaan grup
baik secara umum maupun secara realitas bisnis khususnya

di Indonesia.

Prinsip Piercing the Corporate Veil dan Prinsip Privity of
Contract

Pada bab ini penulis akan menjelaskan prinsip-prinsip yang
relevan bagi penelitian ini yakni prinsip Piercing the
Corporate Veil sebagai prinsip dalam bidang hukum
perusahaan dan Asas Privity of Contract sebagai prinsip

dalam hukum perjanjian.

Penerapan Prinsip Piercing The Corporate Veil Dalam
Perusahaan Grup dan Implikasinya Terhadap Asas
Privity of Contract

Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai penerapan
dari Prinsip Piercing The Corporate Veil Dalam Perusahaan
Grup di Indonesia yang menganut pendekatan perseroan

tunggal dan implikasinya terhadap asas privity of contract.

Penutup
Pada bagian ini penulis akan memberikan kesimpulan, saran
dan kata penutup. Kesimpulan memuat mengenai ringkasan

penelitian, sedangkan saran memuat harapan penulis
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terhadap permasalahan serupa yang mungkin dapat terjadi

kembali di masa yang akan datang.
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